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ABSTRAK 

 Partai politik merupakan institusi formal melakukan rekrutmen dalam rangka 

pengisian jabatan-jabatan politik. Kemampuan partai dalam merekrut anggota baik di tingkat 

pusat maupun daerah adalah salah satu aspek keberhasilan partai politik dalam menjalankan 

fungsi rekrutmen. Namun,proses rekrutmen dan kaderisasi pada partai politik masih menjadi 

masalah penting untuk dikajji semenjak masa reformasi sampai sekarang Maka dari itu, 

dalam skripsi ini diangkat dua permasalahan yang penulis teliti yaitu pertama Bagaimana 

proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan 

yang kedua adalah Bagaimana politik hukum proses rekrutmen dan kaderisasi di partai 

politik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas 

hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap perundang-undangan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan objek 

penelitian, yang mana berdasarkan prinsip kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, 

diketahui bahwa, pengaturan mengenai Proses Rekrutmen Dan Kaderisasi menurut Undang 

Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Partai Politik hanya terdapat pada Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) saja, minimnya 

pengaturan mengenai sistem rekrutmen dan proses kaderisasi ini menjadi salah satu 

penghambat dalam menjalankan fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi. Dan partai 

politik senidri belum bisa menemukan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang 

sesuai dengan amanat dari demokrasi itu sendiri. Padahal partai politik menjadi satu satunya 

sarana untuk seseorang mencalonkan diri menjadi calon legislatif maupun calon Presiden dan 

Wakil Presiden sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang terdapat pada Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3). 

 


